SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
Pedulilindungi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belitung
Timur;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4439);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); r

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20b8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, l Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana| (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20;16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaxf'a Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dala.m Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Diseasé 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



Menetapkan

15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

16.

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) stagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupa{en Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Beli | ng Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 'I"ahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Timur Nomor 80); '

MEMUTUSKAN: l

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 202(|) TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELITU{@G TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor
44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belitung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 44), diubah

sebagai berikut:

1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah setelah angka 23, yakni
ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur. '

Bupati adalah Bupati Belitung Timur. :

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat
Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD
adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
dan/atau disebut Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Kepolisian Resor Belitung Timur yang selanjutnya disebut
Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia
di wilayah Kabupaten Belitung Timur. ‘

Komando Distrik Militer 0414 /Belitung yang 1se1anjutnya
disebut Kodim adalah struktur komando Tentara Nasional
Indonesia di wilayah yang mencakup Kabupaten Belitung
Timur. I

Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang selanjuttha disebut
Kejari adalah bagian dari struktur organisasi Kejak;saan Agung
Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Belitung
Timur. ‘

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya diseb;ut Covid-19
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh qevere Acute
Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/norma standar
kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan
penularan penyakit.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku
yang dipraktekkan atas dasar kesadaran masyarakat untuk
mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari
penyebaran Covid-19. ‘

Penapisan adalah deteksi dini dari suatu penyakitiatau usaha
untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis
belum jelas dengan menggunakan test, pemeriiksaan atau
prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk
membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi
sesunguhnya menderita suatu kelainan. }

Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang
dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap
kejadian dan distribusi penyakit serta faktor—f‘aktor yang
mempengaruhi nya pada masyarakat sehingga dapeilt dilakukan
penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.
Aktivitas memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disebut 4M
adalah upaya yang dilakukan oleh individu masyarakat untuk
mencegah dan menghindari penularan Covid-19.

Perorangan adalah setiap orang atau pribadi yang berada di
dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedud]ukan atau
melakukan kegiatan didalam wilayah Kabupaten Belitung
Timur. 1




19.

20.

21.

22.

23.
24.

Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum adalah setiap orang yang émelakukan
pengelolaan, penyelenggaraan tempat dan fasilitas umum yang
menimbulkan kerumunan massa serta bertanggun’awab atas
seluruh aktivitas yang dilakukannya.
Sanksi adalah tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa seba‘gau unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Hari adalah hari kerja.

Aplikasi Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan
untuk membantu instansi pemerintah dalam | melakukan
pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut: |

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain
meliputi: ‘

a.

b.

bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa rrllasker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar
rumah atau berinteraksi dengan orang lain|yang tidak
diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun
dengan air mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik (physical dtstanczng) minimal 1
(satu) meter; dan |

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau

penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media
informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman
mengenai pencegahan dan pengendalian Covid‘-l 9;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah
diakses dan memenuhi standar atau penyedlaan cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

3. menghimbau dan mengawasi penggunaan masker bagi
setiap orang yang berada di lingkungan kcxja

4. upaya identifikasi/penapisan dan pemantauan kesehatan
bagi setiap orang yang akan beraktivitas di| lingkungan
kerja;




(1)

(2)

(3)

pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara|

No o

menggunakan masker dan/atau memiliki gej

pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter qhtarorang;

berkala;

tidak mengizinkan orang/pengunjung yang tidak

a demam,

nyeri tenggorokan, batuk, pilek dan/atau sesak nafas

masuk/berkunjung;

8. tidak menyelenggarakan kegiatan yang ményebabkan

J

kerumunan yang melebihi kapasitas sesuai level

kewaspadaan Daerah;

9. tidak melebihi batas kapasitas pengunjung sesuai level

kewaspadaan Daerah;
10. memberikan hak pekerja yang harus
karantina/isolasi mandiri;

menjalani

11. menyediakan petugas pada pintu masuk untul% memeriksa
kelengkapan sertifikat vaksin dan aplikasi Pef:lulilindungi

pengunjung; |

12. penegakan kedisiplinan pada perilaku masy?rakat yang

berisiko dalam penularan dan tertularnya Cov

-19; dan

13. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk

mengantisipasi penyebaran Covid-19.

pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum wajib

menggunakan aplikasi Pedulilindungi bagi setiap pengunjung

yang akan masuk/berkunjung.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b

dikenakan sanksi.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol keseha}tan dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:
1) teguran lisan atau teguran tertulis;
2) kerja sosial; dan/atau
3) denda administratif.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum: !

1) teguran lisan atau teguran tertulis;
2) denda administratif;

3) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau

4) pencabutan izin usaha.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab
tempat dan fasilitas umum yang melanggar} kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
sanksi: ‘
a. teguran lisan atau teguran tertulis; ‘

dikenakan

b. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau

c. pencabutan izin usaha. ‘

1
|
|



PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2




